
BUPATI KATINGAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
PERATURAN BUPATI KATINGAN 

NOMOR 63 TAHUN 2018 
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang: bahwa memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah 
Kabupaten Katingan tentang Anggaran Pendapatan dan 
Beianja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

• dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagai landasan 
operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Beianja 
Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupaten Barito Utara Timur Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem . 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438);
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7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarn bah an Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5074);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4138);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan 
pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5271);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178)

23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Beianja 
Negara Tahun Anggaran 2017(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 194;

24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan 
Tahun 2008 Nomor 3);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Beianja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Beianja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan 
Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Katingan Nomor 35);
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29. Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2017 tentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten 
Katingan Tahun 2017 Nomor 396);

30. Peraturan Bupati Katingan Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 
2017 tetang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan ( Berita Daerah 
Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 435);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah 
yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Katingan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah;

5. Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah yang selanjutnya disebut APBD 
adalah suatu Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten 
Katingan;

BAB II 
APBD 

Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

1. Pendapatan

2 .

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.
b. Dana Perimbangan Rp.
c. Lain-lain Pendapatan Rp.
d. J umiah Pendapatan Rp.

Beianja
Beianja Tidak Langsung

Rp1) Beianja Pegawai
2) Beianja Bunga Rp
3) Beianja Subsidi Rp
4) Beianja Hibah Rp
5) Beianja Bantuan Sosial Rp
6) Beianja Bagi Hasil Rp
7) Beianja Bantuan Keuangan Rp
8) Beianja Tidak Terduga

Rp

51.000.000.000,00
974.524.759.000. 00
205.716.150.000. 00 

Rp. 1.231.240.909.000,00

443.699

1.350
21.656
32.701
3.500

225.266
1.000

729.173

192.713,84
0,00

000.000,00
,400.000,00
.395.344,61
.000 .000,00
.697.800,00
.000.000,00
.685.858,45

jdih.katingankab.go.id



Beianja Langsung
1. Beianja Pegawai
2. Beianja Barang dan Jasa
3. Beianja Modal

Jumiah Beianja 
Surplus/(Defisit

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
b. Pengeluaran 
Jumlah Pembiayaan Neto 
Sisa Lebih Pembiayaan

Rp. 57.735.742.350,00 
Rp. 298.380.729.862,78 
Rp. 234.421.438.008,15 
Rp. 590.537.910.220,93 
Rp. 1.319.711.596.079,38
Rp. ( 88.470.687.079,38)

Rp. 90.470.687.079,38
Rp. 2.000.000.000,00
Rp. 88.470.687.079,38

Anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini.

Pasal 4

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Katingan

Pasal6

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan keija 
perangkat daerah dan dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola 
keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati Katingan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Katingan.

2018

Diundangkan di Kasongan 
Pada tanggdir^8 Desember 2018 
SEKREmRISyDAERAH
KABUHÄT INGAN,

3]

NIKOl
N G

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 459
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